tentang penjabaran  Perubahan  API3D  menjadi Perbup, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada
Menteri yang menyelenggarakan uis an pemerintahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 176

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat
(8) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

(49) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3
(tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

& A
e — BAB VIII
PO AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
. . PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Dacrah

Pasal 177

-ah dilaksanakan berdasarkan:
ah;

1 ketentuan peraturan perundang-undangan.
a dim: ksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

sud dalam Pasal 177 ayat
oran keuangan dan kebijakan

mana dimaksud pada ayat
angan yang berfungsi

a ayal (1) mengatur
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(2} Penvaian laporan kewmngan schagumana dimaksud pada avat (1) paling
s ediki me liputi:

a laporan realsasi ang garan

b. laporan permtiahan suido anggaran lebih:
C. neraca;

d. laporan op~erasonid:

e. laporan arus kas:

f. laporan pemthahan ekuias ; dan

catatan atas laporan k cuangan.
3 m sicbageimana dimdssud pada avat (1) meliputi sstem akuntansi
SKPKD dan sstem akuntans i SKPD.

Pasal 180

(1) BAS saiag aimama dimaissud dalam Pasal 177 avat (1) huruf ¢ merupakan
pedoman bagi daerah dalam md&ukan kondeflkas akun  yang
menggambark an struktur APBD dan lyporan keuangean secara lerigkap

(2) BAS sebagaimana dimalksud pada awat (1) DLerwgjuan untuk mewujudkan
stans’k kemamean dan Bpoan kannggan secara nasional yvang selaras dan
terkwonsolidasi amara Pemerintah Pusat dengan daerah, ang mcliputi
pengamggasran, pelaksianaan aag@ran dan hohoran keu angan.

'-I-*-a dimar sud pada avat (2] disearask an dengan bagan akun

1 Pemeni ntah Pusat vang dltetapkan dengan Pe.raturan Pemerintah.

lebih lanjut mengenai BAS sebagaimana dimiiksud pada avat (1)

at (2) diatur dengean Peraturan Bupat i

Bagian Kedua
Peh poran Keuan.ean Daerah

Pasal 181

aera merupakan proses penyusunian dan penyvajan
_oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi
ku entitas ak u nanst i
lana dimaksud pada avat (1| disusun dan
PA sebagai entitas akuntansi paling

avat (1) disampaikan
bulkan setelah tahun

Dipindai dengan CamQcann:



laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas: dan

Catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun ang garan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

®ooa

Pasal 183

(1) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1)
dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilak ukan pemeriksaan.

(2) Laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (l)
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2

! (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari daerah.

(4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari daerah, rancangan Perda tentang pertangg ungjawaban

pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
Pasal 184

R

tanggapan dan melakukan penyvesuaian terhadap laporan
an Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan daerah

uc _ Pasal 181 ayat (3).
B s Pasal 185

S

penyampaian informasi Keuangan
laporan keuangan SKPD bulanan dan
ja Bupati melalui PPKD sesuai dengan

paian informasi keuangan
keuangan bulanan dan
dan menteri yang
ingan sesuai dengan

\KSANAAN

Dipindai dengan CamCcann.



() ]\’l_il'\l.‘m1_gl-'ll\ Perda  tentang  petimp i juwaban o poe | s pdeanre AL
sehagaimana dimalesud pada nyad (1) dibahis Wpitd o mannie DPRD untile

| mendapat persetujuan bersima

(3} Persetijuan bessama g an Payelon se bogrirn ool a | paeton nynt (2)
dilakukan paling lambat 7 (tajuh) hulan setelah tnhion aoggn hagddaly,

(B Alas dasar persctujuan berssame s g mann Ak pudin aynt (3,
Rupati menytaphkan PN I"erhup Levttong, perfitharin
pc‘nm_\m;:nnp,'mw.nlmn pelales s ALY,

Pasil 187

(1) Rancangan Perda  tentang pc['mngglIm;inwmlmn pelakganann APBD  ying,
telah  disemjui  bersama  dan  rancangan Ferlpup  tentang,  penjabaran
pe‘rlan'ung;iamban pelaksanaan APBD  dissampailan  loepada Gubernur
sehagai wakil pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiggn) Dot terhitung sejnle
tangegal  persciujuan rancangan  Perda tentang |wrlnu;mAumnwulmn
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi schelum ditetapkan oleh Bupati,

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakulean evaluasi teshadap
rancangan  Perda tentang pCl'I.l.ll.m,glII;T}_’;JHWHlml| pelaksanaan APBD dan
rancangan Perbup tentang penjabaran pvrimn-g,wmp“jnwulmn pelaksanann
APBD scbagaimana  dimaksud pada ayat (1) untuk menguji ese suaian

Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan ATBD, PrerbHhup
tentang penjabaran APLD, Perbup tentang penjabaran perubahan APBD
dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Hasil evaluasi disamipaikan oleh Giubernur sehagai wakit Pemerintah Pusat
kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas ) hari terhitung sejal diterfmanya
rancangan Perda tentang, pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD dan
rancangan Perbup tentang penjabaran pertanmggungjawaban pelaks anaan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{ m hal Gubernu “scehagai wakil Pemerintah Pusal menyatakan hasil
ncangat tentang pﬂrtﬂnggl_l:ngi;-rw:-ﬂ:)m1 pelaks anaan. APPBD
y  tentang  penjabaran pertanggungjawaban
an Perda tentang APBD, Perda tentang
penjabaran APBD, Perbup tentang
telah menindaklanjuti tenmuan laporan
a  Keuangan, Bupati menetapkan

hgan Perbup menjadi Perbup.
wintah Pusal menyatakan hasil
gungjawaban pelaksanaan APBD

jabararn pertanggungjawaban
da tang APBD), Perda tentang
abaran APBD, Perbup lentang
menindaklanjuti  temuan

puangan, Bupati bersama

L

tujuh) hari terhitung s cjak
yat (3) tidak

tapkan rancangan

el l
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Pasal 188

) bulan sejak diterimanya rancangan Perda

aksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak

dengan Bupati terhadap rancangan perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan
menetapkan Perbup tentang perlanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditejdpkan setelah
memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat @,
rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari tefhitung sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pe'aksapaan APBD.

(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima be'as) hari GUbernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat tidak mengesahkan Tancangan Perbup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Perbup tersebut

menjadi Perbup.

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu
tentang pertanggungjawaban pel
mengambil keputusan bersama

BABX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Dae'ah

Pasal 189

ang diberi kuasa untuk me“gelola peRdapatan, bclanja dan
~ wajib mengusahakan agar setiap Pidtang Dacrah
tepat waktu. ‘
idahului alas piutang jenis tertenty sCsuai
ndang-undangan.
at dise esaikan seluruhnya dan tepat waktu,
raturan perundang-undangan.
sibatk@n masalah pefdata dapat
genai Piutang Daelah yang cara i
sraturan perundang-undangan.

atdu bersyarat dari
g-undangan yang
kecuali mengenai

uai defgan keteniuan

-
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Bagian kedua
Pengelolaan Investasi Dacerah

Pasal 192
Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya.

pPasal 193
Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

seagaimana dimaksud dalam Pasal 192 diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai

Investasi daerah.
Bag an Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 194
an Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan

Pengelolaan BMD meliputi rangkai
ketentu.an peraturan perundang-undangan.

Bag an Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

ey 27 Pasal 195

~ pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan
dill.

pinjaman sesuai dengan Ketentuan peraturan
_pengelolaan  Utang dan Pinjaman Daerah

eran.

catkan pelajyanan
uran perundang-
%

rakat sebagaimana
.-.. : 'h,i itas BLUD

Dipindai dengan CamQcann



Pela;vanan kepada mas yarakat s chagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1)

meliputi: '

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umun;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ckonomi dan/atau layanan
kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu
p(’l‘(‘k(m(m'li:ln mas yanakat atau layanan un

untuk  tujuan meningkatkan
nm.

Pasal 198

(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Dacrah.

(2) BLUD merupakan kekayaan dacrah yang ticlak dipis ahkan yang dikelola
untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan
k etentuan peraturan perundangundangan.

(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 199

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD
dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan BLUD.

Pasal 200

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai

belanja BLUD yang bersangkutan.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada aYat (1) meliputi
1 apatan yar _.Meroleh dari aktivitas peningkatan Kkualitas pelayanan

Pasal 201
laporan keuangan (an Kinerja BLUD |
|

s tidak terpisahkan dari rencana kerja
n dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamCcann



langsung atau tidak langsung merugikan Dacrah wajib mengganti kerugian
dimaksud.
(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah schbagaimana dimaks_ud
dalam Pasal 203 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian
kerugian.
Tata cara penggantian kerugian dacrah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-yndangan,

BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 205

(1) Daerah wajib menyediakan informasi keuangan dacrah dan diumumkan
kepada masyarakat.

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat informasi penganggaran, pclaksanaan anggaran dan laporan

keuangan.
(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk:
membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan

Pengelolaan Keuangan Daerah;
membantu Bupati dalam Merumuskan kebijakan Keuangan Dacrah;
membantu Bupati dalam melakukan cvaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
menyediakan statistik keuangan dacrah;

mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

sistem informasi keuangan daerah; dan

i Pengelolaan Kcuangan Daerah,

aerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
arakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan

rusan pemerintahan di bidang keuangan.

®emoR0s W

keuangan daerah schagaimana
administratif sesuai dengan

gan daerah sebagaimana
ah melakukan konsolidasi

Dipindai dengan CamCcann.



Pas al 208

(1) Pembinaan sebygaimana dimaksud dalam PPasal 207 dilakukan dalam bentuk
fasilitasi, kons ullansi, pendidikan  dan  pelatihan, serta penelitian - dan

pengembrangan.

(2) Pengawasan sebiagaimana  dimaksud dalam  Pasal 207
bentuk audit, rcviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk

sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang

dilakukan dalam

pengawasan lainnya
undamgan.

Pasal 209

Pemibinaan dan pengawasan sebaguaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal
208 dilaksanak an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ckonomis, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, Bupati wajib menyeclenggarakan sistem I
pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada
awat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU dan DAK
dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi pemantauan dan '

uan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU dan DAK
sud pada ayat (1) bertujuan untuk:

wa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
& 9.- termasuk Urusan Pemerintahan tertentu
iran perundang-undangan;

udah dimanfaatkan secara optimal untuk
r g menjadi kewenangan daerah
publik sesuai dengan ketentuan

(]

atkan secara optimal untuk
giatan khusus yang menjadi

nasional pada tahun

i
3
S dalam
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(3) Dalam hal Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

atas usulan Menteri.
BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 213

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daelah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 214

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa

dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
n Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
1 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
Peraturan Daerah ini.

diundangkan.
kan pengundangan Peraturan
Lembaran Daerah Kabupaten

1 di Bengkayang
ral 19 November 2020

Dipindai dengan CamCcann.
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PENJILASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KAIBUPATEN ISENGKAYARC
NOMOR 7 TAHUN 2020
TE NTANG

~ PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Bengkayang yang selaras dengan perkembangan
ketentuan ketentuan yang berlaku, maka untuk mengadaptasi
perkembangan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dipandang perlu
menyusun kernbali Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang
yang berazaskan pada efisiensi, efe ktivitas, transparan dan dapat di
pertanggung jawabkan, schingga terciptanya tertib  administrasi
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang undangan yang berlaku.
I PAS AL

adalah Keuangan Daerah
n tepat guna yang didukung
pat dipertanggungjawabkan.
1 pencapaian Keluaran
u atau penggunaan
tertentu.

] 'mhan masukan
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Yang dimaksud dengan  "hertanggung jawab"  adalah
perwu judan kewajiban  sescoang  atau  satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan  dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam  rangka pencapaian  tujuan  yang telah
ditetapkan.
Yang dimaksud
distribusi kewenangan dan pendanaannya.
Yang dimaksud dengan "kepattan” adalah tindakan atau suAtu
sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Yang
dimaksud dengan "manfaaat  untuk mas yarakat’ adalah
Keuangan Dacrah diutamaken untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
Yang dimaksud dengan  “taat pada ketenfuan peraturan
perundang-undangan” adalah Pengelolaan Keuangan Dacrah
harus sesuai dengean ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)

- Cukup jelas.

i |

I

dengan  "keadilan”  adalah keseimbangan
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Bupati menetapk an Sekretaris Daerah sebagai Pejabat
Pengelola Baranig Milik Deera i sesual denga n kel entuan
Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

dimaksud dengan “koordinator” adalah terkait
gﬂl dan fungsi Sekretaris Daerah membantu
Hﬂlm menyusun kebijakan dan
351 penyelenggaraan Urusan
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Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jclas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
: Cukup jclas.
~ Huruf ¢
it fe¥ Kewenangan pemungutan pajak daerah tidak dipisahkan
. dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan
- peraturan perundang-undangan.

T l
1
i
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Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian

pinjaman Daerah atas nama Pemerintah kabupaten
Bengkayang' adalah hanya terkait eksekusi Pemberian
Pinjaman Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman
Daerah.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Pengesahan dalam bentuk dokumen Surat pengesahan

Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belan ja (SP2B)
untuk BLUD dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Belanja (SPB) untuk BOS.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf ¢
) Cukup jelas.
i - Huruf d

Cukup jelas.
‘Hurufe
k Cukup jelas.
‘:
P j selain pajak daerah dimaksud yaitu:
tribusi Daerah; dan
lain pendapatan daerah yang sah.

ngelola Utang dan Piutang
ng jawab SKPD yang
at yang ditimbulkan
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Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Unit SKPD" termasuk unit pelaksana
teknis daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jela.s.
Avwat (4)
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 'PA/KPA dalam melaksanakan

Kegiatan menetapkan pcjabat pada SKPD/Unit SKPD selaku

PPTK" adalah PA/KPA menctapkan PPTK melalui usulan

atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membantu tugas” adalah tugas yang

ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja

yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:

a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;

c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengcluaran pelaksanaan Kegiatan; dan

d. melaksanakan Kkegiatan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengadaan barang/jasa.

Ayat (3]
- Cukup jelas.
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Qukup jelas,

Ayat (2)
Qukup felns.

At (3]
Yung dimaksud dmgan “‘fungsi otorisasi” adalah  anggaran
daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
helanja pada tahun berkenaan,
Yang dimaksud dengan "Tungsi perncanaan” adalah anggaran
daemh menjodi pedoman bagi manajemen  dalam
merencmakan Kegiatan pada tahun be rkenaan,
Yang dimaksud dengan “lungsi pengawasan” adalah anggaran
daerah  menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan
penyelenyzg aman Demerintahan Daerah  sesuai  dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “fungsi  alokasi” adalah anggaran
doerah harus  diarahkan  untuk  menciptakan  lapangan
ker ja/mengurangi - pengangguran - dan pemborosan sumber
daya  serta meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas

perckonomian,

Yang dimaksud dengan “fungsi distribusi” adalah kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan

k epatutan,

Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi’ adalah anggaran
Pemerintah  Kabupaten Bengkayang menjadi  alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perckonomian Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

| Ayat (1)
Cukup jelas.

secara bruto” adalah
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Cukup jelas,
I'asal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘ekutbas” adalah sclisih antara aset
lancar dengan kewajiban jangka pende k.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup je las.

d dengan “pajak bumi dan bangunan”
wijpk yang dikenalcan atas bumi dan/atau

= m dimilik i, dikuasai dan/atau
' kawasan yang digunakan untuk
m lain perkebunan, perhutanan
5 dengan ketentuan peraturan

LTI
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Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang dan/atau
jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu
dibhayar kembali.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak
; k berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
i konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban
' maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi

jelas.

Pasal 50
Avat (1) | |

Yang dimaksud dengan ‘“alokasi belanja” sesuai dengan
- ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran
- alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran keschatan,

an "standar harga satuan regional” adalah

‘dan jasa yang ditetapkan dengan
kat kemahalan regional.

regional dilakukan dengan

alan regional yang berlaku di

ing-masing Daerah dapat
yang berlaku di suatu
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud dengan "belanja modal” antara lain
berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan
dan mesin, belan ja modal gedung dan bangunan, belanja
modal jalan, ivigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jclas.

Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.
Pasal 56
Avat (1)
Huruf a
oo Yang dimaksud dengan "belanja pegawai’ antara lain
2 berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan
i #4, Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan

-T. anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala
Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dan honorarium.
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Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan
KUA
Ayat (2)
Tamba_han penghasilan Ierdasarkan beban kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk
menvelesaikan tugas vang dinilai melampaui beban kerja
noi~mal
Tami>ahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan
kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnyva
a di Daerah memiliki tingkat kesulitan tingg dan Daerah

penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
Pegawai ASN vang dalam melaksanakan tugasnva
pada lingk ungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
3 an penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan
kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja vang tin ggi
dan/atau inovasi.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

&

_".” ,
w R juban.

" -

ja barang dan jasa” antara lain
habis, bahan/material, jasa
ats kendaraan bermotor,
nh/gcdung/gudang/parklr
. - sewa perlengkapan dan
uman, pakaian dinas dan
k.‘hulus dan hari-hari
dinas pindah tugas,
h konsultansi, jasa
~ payment, lain-lain
a yang sejenis, belanja

serahk kepada

e

an/atau jasa yang
beasiswa

.

=

Dipindai dengan CamCcann:



Pasal 60
Yung dimaksud dengan “helanja humg™ antaria laln berupa bhéenja
bunga utang pinjamandan e lanfa bangs utang Ob ol il

Pasal 61
Culeup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Pemberian  hibah  didasalon  atas  uslan tertialin  yang
disampallcan kepada Bupstl
Pemberian hibah juga baupa permfurerian hatian keuangn
kepada  partal politile  yang, meniddapatkan ks di DPKID)
provinsi dan  DIPRD Jeabuprter Vot paten e denyan
ketentuan peraturan peamndang undarngn
Ayat (2)
Cukup |dips.
Ayat (3)
Cukup jelas,
I 2amml €3
Cukup jelas.
Pasal 64

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “belanja modal” antars lain berupa
badlanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
modal gedung dan bang unan, belanja modal jalan,

it dan jaringan dan aset tetap lainny a.

juan tertentu lainnya” adalab dalam
bagi pemberi dan/atau penerima
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Keperluan mendesak  sesuai dengan karakteristik  masing-
masing Pemerintah Kabupaten  Bengkayang  sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jclas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bukti penerimaan” seperti dokumen
le lang, akta jual beli, nota kredit dan dokumen se jenis lainnya.

Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79
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Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cutu p jelas.
Pas al 87

Cukup je las.
Pas al 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Avat (1)

Cukup jelas.

penyusunan APBD antara lain memuat:

a. m.m-_ APBD;

1 memuat langkah konkret dalam
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pelayanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan (cleaning service).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (0)
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua)
tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama
tahun anggaran ber jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayal (3)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Pasal 96 <
Cukup jel

Pasal 97 t _'
Cukup jelas.

Pasal 98 i

Pasal 99
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Cukup jelas.
Pasal 104
Awal (1)
Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung'
antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran
sebelumnya” adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun schelumnya.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat” adalah
belanja yang dibutuhkan secara terus mencrus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan sctiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja
barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemecenuhan
pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewa jiban kepada pihak
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110

Cukup jelas.
Pasal 111

Ryt {1}

n" adalah untuk
an Perda tentang
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Qulaap jelas,
Avat ()

Cukup jelas
Avat (9)

Cubp felns
Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas,
Pasal 116

Pasal 117
MW

"’"‘E.m

mw- dan Pengeluamn Dacrah  yang ticlak
“lnl Kas Umum Daerah, antara lain
1 yang berasal dari Pembiayaan pinjaman

hibah luar negeri tidak harus dilakukan medalui

Jﬁﬁ Kas Umum Dierah namun tewp harus dibukukan

! lain yang dipersamakan
an tentang pengangkatan
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan me 1 cbpositokan” adalah penempatan
deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang
aman/schat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenal pe binkan dan tidak
melampaui tahun anggaran berkenaan.,
Aval (2)
Cukup jelas.
Pasal 129
Avat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD

yang memiliki tugas dan fungsi pendapatan.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasa) 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang' adalah penerimaan yang setiap tahun rutin

dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi
dan lainnya.
Ayat (2)

'Penerimaan Daerah yang sifatnya
enefimaan yang tidak setiap tahun
tuntutan ganti rugi,
yang dipisahkan,
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: Pasal 146
' Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perintah pembayaran” adalah

perintah membayarkan dari PA/KPA.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.




Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2]
Yang dimaksud dengan ‘lebih besar dari 50% (lima puluh

persen)” adalah batas persentase minimal selisih (gap) kenaikan
antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
Piasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166

e dan dokumen pendukung” antara
 RKPD dan perubahan KUA dan PPAS.
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Avyat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "laporan realisasi anggaran”
adalah laporan yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu)
periode pelaporan  sesuai  struktur APBD yang
diklasifikasikan ke dakam kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
| Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193

IKU]

at bagi peningkatan
ras masyarakat,
. mengganggu
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Pasal 197

Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘penyediaan barang dan/atau jasa
lavanan umum" antara lain rumah sakit daerah,
penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen,
penyelenggaraan jasa penyiaran publik dan pelayanan jasa
penelitian dan pengujian.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan
ekonomi dan/atau lavanan kepada masyarakat" antara lain
dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah dan tabungan
perumahan.

o
. Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.
Pasal 199

Cukup jelas.
Pasal 200

Cukup jelas.
Pasal 201

Cukup jelas.
Pasal 202

Cukup jelas.
Pasal 203

Cukup jelas.
Pasal 204

Cukup jelas.
Pasal 205

Cukup jelas.
Pasal 206

Cukup jelas.
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